BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 346, 2016 KEMENSOS. Renstra. Tahun 2015-2019.

Pencabutan.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2015-2019

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

: a. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan
nasional dalam upaya mewujudkan kondisi sosial
masyarakat yang sejahtera, diperlukan tujuan,
kebijakan, dan strategi yang tertuang dalam rencana
strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019;

b. bahwa rencana strategis Kementerian Sosial Tahun
2015-2019 merupakan satu dokumen perencanaan
indikatif yang memuat program pembangunan sosial
yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang
Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-

2019;

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 86);

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG RENCANA
STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2015-2019.

Pasal 1
(1) Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-
2019 menjadi pedoman bagi setiap penyelenggaraan
kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial
dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
(2) Rencana Strategis Kementerian Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I,
Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2
Rencana Strategis Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I tentang Pendahuluan;
b. Bab II tentang Visi, Misi, dan Tujuan;
C. Bab III tentang Arah Kebijakan, Kerangka Regulasi,
dan Kerangka Kelembagaan; dan
d. Bab IV tentang Penutup.
Pasal 3
(1) Rencana Strategis Kementerian Sosial sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan ke dalam Rencana
Kerja Tahunan Kementerian Sosial.

(2) Menteri Sosial melakukan evaluasi terhadap Rencana
Strategis Kementerian Sosial berdasarkan pelaksanaan
capaian laporan Rencana Kerja Tahunan Kerja

Tahunan Kementerian Sosial.

Pasal 4
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Sosial Nomor 186 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis
Kementerian Sosial Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik
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Indonesia Tahun 2012 Nomor 91), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHIUN 2015
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
SOSIAL TAHUN 2015-2019.

BAB 1
PENDAHUTLUAN

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya perubahan yang
berkesinammbungan serta wmeliputi berbagai aspek dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, khususnya pembangunan dalam bidang
perlindungan sesial yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memberdayakan
bagi penduduk miskin dan rentan serta penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS) lainnya. Perlindungan sosial merupakan elemen penting
dalam strategi kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan
memperkecil kesenjangan multidimensional.

Perlindungan sosial yang berkeadilan dalam arti luas mencakup
seluruh tindakan, baik yang dilakukan eleh pemerintah, pihak swasta,
maupun penduduk, guna melindungi dan memenuhi kebutulian dasar,
terutama kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan yang
penuh risiko, sehingga mampu meningkatkan status sosial, kesetaraan
gender dan hak-halk warga negara. Dalam tataran praktis perlindungan
sosial yang berkeadilan merupakan semua tindakan yang dilakukan untuk
melindungi warga negara khususnya penduduk miskin dan rentan agar
dapat bertalian dari risiko-risiko kehidupan yang tidak pasti sehingga tidak
lebih niiskin (poorless) dan dapat memperbaiki kondisi sosial menjadi lebih
baik.

Kebijakan tentang perlindungan sosial yang Dberkeadilan dan
penanggulangan kemiskinan telah diamanatkan dalam Pembukaan dan
Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD Taluin 1945). Salah satunya telah dirumtiskan baliwa penduduk
miskin 'dan rentan harus diberdayakan sesuai martabat dan asas
kemanusiaan.

Kondisi ini berarti bahwa tidak boleh ada penduduk Indonesia vang

tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya untuk hidop
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